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The rapid expansion of digital technology has significantly 

transformed how data is collected, processed, and utilized, raising 

critical concerns regarding personal data protection and its 

implications for social rights in digital societies. In Indonesia, the 

accelerated growth of digital services has not always been 

accompanied by adequate data protection mechanisms, leading to 

increasing risks of privacy violations and data breaches. This study 

aims to evaluate the quality of public policy on personal data 

protection and to analyze its implications for the protection of social 

rights in the digital society. The research employs a mixed-method 

policy evaluation approach that integrates normative legal analysis 

with empirical assessment using a multidimensional scoring model. 

The evaluated dimensions include legal substance, transparency, 

accountability, implementation, enforcement, supervision, public 

participation, and social protection. The results show that legal 

substance achieved the highest score of 80, followed by transparency 

(72) and accountability (70), while implementation (65), 

enforcement (60), and supervision (58) indicate weaker 

performance. Gap analysis reveals significant discrepancies 

between ideal and actual conditions, particularly in supervision and 

enforcement. Furthermore, the distribution of social impact shows 

that vulnerable groups (58), children and adolescents (60), and the 

elderly (55) receive lower levels of protection compared to general 

users (72) and business actors (78). These findings indicate that 

policy effectiveness remains uneven due to limitations in institutional 

capacity and implementation, highlighting the need for more 

inclusive and balanced data protection governance. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara data dikumpulkan, diproses, dan 

dimanfaatkan sehingga menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan data pribadi serta 

implikasinya terhadap hak sosial masyarakat digital. Di Indonesia, pertumbuhan layanan digital 

yang cepat tidak selalu diikuti oleh sistem perlindungan data yang memadai, sehingga 

meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kualitas kebijakan publik dalam perlindungan data pribadi serta menganalisis 

implikasinya terhadap perlindungan hak sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan policy evaluation berbasis mixed method dengan mengintegrasikan analisis yuridis 

normatif dan evaluasi empiris melalui model skoring multidimensi. Dimensi yang dianalisis 

meliputi substansi hukum, transparansi, akuntabilitas, implementasi, penegakan, pengawasan, 

partisipasi publik, dan perlindungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum 

memperoleh skor tertinggi sebesar 80, diikuti transparansi sebesar 72 dan akuntabilitas sebesar 

70, sedangkan implementasi 65, penegakan 60, dan pengawasan 58 menunjukkan kinerja lebih 

rendah. Analisis kesenjangan menunjukkan perbedaan signifikan antara kondisi ideal dan aktual, 

terutama pada aspek pengawasan dan penegakan. Selain itu, distribusi dampak sosial 
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menunjukkan bahwa kelompok rentan memperoleh skor 58, anak dan remaja 60, serta lansia 55, 

lebih rendah dibandingkan pengguna umum 72 dan pelaku usaha 78. Temuan ini menunjukkan 

bahwa efektivitas kebijakan belum merata dan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas 

institusional dan implementasi kebijakan. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Evaluasi Kebijakan Publik, Tata Kelola Data, 

Masyarakat Digital, Hak Sosial 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat 

berinteraksi, bekerja, dan mengakses layanan publik. Digitalisasi yang masif pada sektor ekonomi, 

pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan telah mendorong peningkatan signifikan dalam pengumpulan, 

pemrosesan, dan pertukaran data pribadi. Secara global, laporan berbagai lembaga internasional 

menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet dunia telah melampaui lima miliar orang, dengan 

pertumbuhan paling cepat terjadi di negara berkembang. Kondisi ini diikuti oleh peningkatan volume 

data yang dihasilkan setiap hari, baik melalui transaksi daring, penggunaan aplikasi, maupun aktivitas 

di media sosial. Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan terhadap sistem digital juga memperbesar 

potensi risiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi. Berbagai kasus kebocoran data berskala besar 

di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi isu 

yang semakin krusial dalam masyarakat digital modern. 

Di Indonesia, transformasi digital yang pesat mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk 

mengembangkan berbagai layanan berbasis data, seperti e-government, layanan kesehatan digital, serta 

platform perdagangan elektronik (Anwar et al., 2026). Namun, pertumbuhan ini tidak selalu diikuti oleh 

kesiapan sistem perlindungan data yang memadai, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi 

dan kebocoran data pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh (Kriswandaru, Pratiwi, & Suwardi, 2024) 

menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi 

kendala pada aspek implementasi dan penegakan hukum, meskipun kerangka regulasi formal telah 

tersedia. Selain itu, studi oleh (Putra et al., 2024) mengungkapkan bahwa perkembangan big data 

memperbesar potensi penyalahgunaan data karena banyak organisasi, khususnya usaha kecil dan 

menengah, belum memiliki sumber daya dan infrastruktur keamanan yang memadai untuk melindungi 

data pengguna secara optimal. Sementara itu, penelitian oleh (Kriswandaru, Pratiwi, Laksito, et al., 

2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan dan 

integritas data melalui mekanisme desentralisasi dan kriptografi, namun implementasinya masih terbatas 

akibat ketidakjelasan regulasi dan tingginya biaya adopsi teknologi. Temuan-temuan tersebut 

menunjukkan bahwa tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan 

keberadaan regulasi, tetapi juga mencakup aspek kapasitas teknologi, kesiapan institusi, serta tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap hak privasi dalam ruang digital. 

Berbagai penelitian telah mengkaji perlindungan data pribadi dari perspektif hukum, kebijakan publik, 

dan tata kelola digital. Penelitian oleh (Nwankwo et al., 2022) menunjukkan bahwa efektivitas 
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perlindungan data sangat dipengaruhi oleh keberadaan otoritas pengawas yang independen serta 

memiliki kewenangan penegakan yang jelas. (Tian et al., 2025) menjelaskan bahwa perkembangan 

rezim perlindungan data global membentuk pola governance baru yang menuntut koordinasi lintas 

sektor antara pemerintah dan industri. (Alkharafi & Alsabah, 2025) mengkaji dinamika hukum 

perlindungan data dalam konteks globalisasi dan menyoroti kompleksitas harmonisasi regulasi 

antarnegara. Sementara itu, (Kirchschlaeger, 2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak 

asasi manusia dalam merumuskan kebijakan data protection di era digital. Penelitian oleh (Asgarinia et 

al., 2023) juga menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data memiliki implikasi langsung terhadap 

hubungan antara individu dan organisasi dalam hal kontrol, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan 

data. 

Penelitian lain berfokus pada aspek teknologi dan dampaknya terhadap perlindungan privacy individu 

dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. (Cevallos-Salas et al., 2025) mengembangkan konsep 

privacy taxonomy untuk menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran privasi yang muncul akibat 

perkembangan teknologi informasi. (Kumar et al., 2024) mengkaji implikasi penggunaan big data 

terhadap hak-hak individu dan menyoroti perlunya pendekatan etis dalam pengelolaan data skala besar. 

(Calzada, 2022) menjelaskan bahwa data pribadi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga 

membentuk identitas digital individu, sehingga memerlukan perlindungan yang seimbang antara inovasi 

dan hak sosial. Penelitian oleh (Bibri & Allam, 2022) menunjukkan bahwa perkembangan surveillance 

technology berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan warga negara. 

Selain itu, (Fumagalli, 2025) memperkenalkan konsep surveillance capitalism yang menggambarkan 

bagaimana data pribadi dimanfaatkan sebagai komoditas ekonomi dalam model bisnis platform digital. 

Sejumlah penelitian juga menelaah implementasi kebijakan perlindungan data di berbagai yurisdiksi 

serta dampaknya terhadap masyarakat. (Stott & Murphy, 2025) mengkaji perkembangan regulasi 

perlindungan data di Eropa dan menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis prinsip memengaruhi 

desain kebijakan nasional. (Pavaloaia et al., 2025) membahas tantangan compliance organisasi terhadap 

regulasi perlindungan data, khususnya dalam menghadapi kompleksitas sistem informasi modern. 

(Jaime et al., 2023) menyoroti pentingnya konsep privacy by design dalam pengembangan sistem 

teknologi untuk meminimalkan risiko pelanggaran data sejak tahap awal perancangan. (Pereira et al., 

2025) menjelaskan perubahan persepsi masyarakat terhadap privasi dalam lingkungan digital yang 

semakin terbuka dan terhubung. Penelitian oleh (Khalid et al., 2023) yang menjadi landasan klasik 

konsep right to privacy juga masih sering dijadikan referensi dalam memahami evolusi perlindungan 

data dalam sistem hukum modern. 

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kerangka 

hukum dan prinsip perlindungan data pribadi, sejumlah keterbatasan masih terlihat dalam cakupan dan 

pendekatan yang digunakan. Penelitian oleh (Elkhatat & Al-Muhtaseb, 2024; Sugg Herrera et al., 2026) 

banyak menitikberatkan pada perbandingan regulasi antarnegara, sehingga kurang menggambarkan 
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dinamika implementasi kebijakan pada konteks nasional tertentu. Studi oleh (Bühler et al., 2023) 

menjelaskan evolusi data governance secara global, namun tidak secara rinci membahas distribusi 

dampak kebijakan terhadap kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat digital. (Stahl, 2025) 

menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan etika dalam perlindungan data, 

tetapi fokus kajian mereka masih berada pada tataran normatif dan konseptual. Di sisi lain, penelitian 

oleh (Vatamanu & Tofan, 2025) lebih banyak membahas tantangan compliance organisasi terhadap 

regulasi, sehingga belum mengkaji secara mendalam bagaimana kualitas kebijakan publik memengaruhi 

perlindungan hak sosial masyarakat secara langsung. Selain itu, sebagian besar penelitian tersebut 

berfokus pada negara maju dengan infrastruktur digital dan kapasitas kelembagaan yang relatif kuat, 

sehingga kurang merepresentasikan kondisi negara berkembang yang memiliki tantangan struktural 

berbeda. 

Keterbatasan lain juga terlihat pada minimnya penelitian yang secara khusus mengevaluasi hubungan 

antara kualitas kebijakan perlindungan data dengan dampaknya terhadap kelompok rentan dalam 

masyarakat digital. Penelitian oleh (Djatmiko et al., 2025; Fabrègue & Bogoni, 2023) banyak membahas 

konseptualisasi privacy dan identitas digital, namun belum mengaitkannya dengan efektivitas policy 

implementation dalam konteks kebijakan publik. (Bibri, 2022; Gupta, 2024) mengkaji implikasi 

teknologi pengawasan terhadap struktur kekuasaan sosial, tetapi fokus mereka lebih pada analisis kritis 

terhadap fenomena teknologi daripada evaluasi empiris terhadap kebijakan yang ada. Sementara itu, 

(Deng et al., 2026) menjelaskan perkembangan rezim perlindungan data di Eropa, namun pendekatan 

tersebut belum mempertimbangkan variasi kapasitas institusional dan kesiapan regulasi di negara 

dengan sistem hukum yang berbeda seperti Indonesia. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan 

masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif, evaluasi implementasi kebijakan, 

serta pengukuran dampak sosial dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, khususnya pada 

konteks negara berkembang dan masyarakat dengan tingkat literasi digital yang beragam. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara multidimensi kualitas kebijakan publik dalam 

perlindungan data pribadi di Indonesia serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak sosial 

masyarakat digital, dengan fokus khusus pada kesenjangan antara kerangka regulasi formal dan realitas 

implementasinya di lapangan. 

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa 

pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kualitas kebijakan publik dalam perlindungan data pribadi jika 

dievaluasi melalui dimensi substansi, implementasi, penegakan, dan pengawasan; (2) sejauh mana 

kebijakan tersebut berdampak pada perlindungan hak sosial masyarakat digital; dan (3) dimensi 

kebijakan mana yang paling berkontribusi terhadap kesenjangan antara kondisi ideal dan aktual. 

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif 

kuat secara normatif, kelemahan pada aspek implementasi dan pengawasan menyebabkan perlindungan 

data pribadi belum efektif dalam melindungi hak sosial masyarakat secara merata. Novelty penelitian ini 
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terletak pada penggunaan model evaluasi kebijakan multidimensi berbasis skoring yang 

menggabungkan analisis hukum, tata kelola, dan distribusi dampak sosial secara simultan. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model evaluasi kebijakan digital 

serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perlindungan data yang lebih responsif, inklusif, dan 

berorientasi pada hak sosial masyarakat. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan policy evaluation berbasis mixed-method yang 

mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan evaluasi empiris terhadap kualitas kebijakan 

perlindungan data pribadi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji substansi regulasi, 

asas hukum, serta kesesuaian kebijakan nasional dengan prinsip perlindungan data internasional. 

Analisis ini mencakup penelaahan terhadap undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen 

kebijakan terkait yang mengatur pengelolaan data pribadi. Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan 

untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik serta bagaimana 

dampaknya terhadap masyarakat digital. Data empiris diperoleh dari laporan institusi pemerintah, 

publikasi akademik, serta dokumentasi kasus kebocoran data yang telah dilaporkan secara terbuka. 

Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai kekuatan normatif 

kebijakan, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan antara desain regulasi dan implementasinya di 

lapangan. 

B. Alur Penelitian 

Penelitian ini disusun melalui tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa proses analisis 

berlangsung secara terstruktur dan dapat direplikasi. Tahap awal penelitian dimulai dengan identifikasi 

isu dan perumusan masalah yang didasarkan pada perkembangan kebijakan perlindungan data serta 

meningkatnya insiden pelanggaran data. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang mencakup 

dokumen regulasi, laporan kebijakan, serta sumber akademik yang relevan. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis kebijakan, tingkat kewenangan, serta 

relevansinya terhadap perlindungan data pribadi. Setelah proses klasifikasi, penelitian dilanjutkan 

dengan evaluasi terhadap dimensi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengukur kualitas kebijakan 

secara multidimensi. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis dampak 

sosial dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif. Alur tahapan penelitian secara 

keseluruhan ditunjukkan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Flowchart Penelitian 

Gambar 1 menggambarkan bahwa proses penelitian dimulai dari identifikasi isu hingga berakhir pada 

penyusunan rekomendasi kebijakan. Urutan tahapan tersebut menunjukkan bahwa setiap langkah 

memiliki keterkaitan logis dengan langkah berikutnya sehingga membentuk alur analisis yang 

berkesinambungan. Visualisasi ini membantu memperjelas bahwa evaluasi kebijakan tidak dilakukan 

secara terpisah, melainkan melalui rangkaian proses yang saling terintegrasi. Tahap identifikasi isu 

menjadi dasar bagi pengumpulan data yang relevan, sedangkan proses klasifikasi data memastikan 

bahwa analisis difokuskan pada kebijakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan 

data pribadi. Tahap evaluasi dimensi kebijakan kemudian menghasilkan informasi kuantitatif yang 

digunakan dalam analisis kesenjangan dan dampak sosial. Dengan alur tersebut, penelitian dapat 

mempertahankan konsistensi metodologis dari awal hingga akhir proses penelitian. 

C. Dimensi Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensi untuk menangkap 

kompleksitas kebijakan perlindungan data pribadi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga 

administratif dan sosial. Pemilihan dimensi evaluasi didasarkan pada kajian literatur mengenai data 

governance, prinsip perlindungan data internasional, serta kerangka evaluasi kebijakan publik yang 

telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap dimensi dipilih karena memiliki peran penting 

dalam menentukan efektivitas kebijakan dalam melindungi hak individu di ruang digital. Dimensi yang 

digunakan mencakup aspek substansi hukum, transparansi, akuntabilitas, implementasi, penegakan, 

pengawasan, partisipasi publik, dan perlindungan sosial. Masing-masing dimensi memiliki indikator 

yang dirancang untuk mengukur aspek spesifik dari kualitas kebijakan. Struktur dimensi dan indikator 

evaluasi tersebut disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Dimensi Evaluasi Kebijakan 

Dimensi Indikator Bobot 

Substansi hukum Kejelasan norma 0.15 

Transparansi Akses informasi 0.10 

Akuntabilitas Pertanggungjawaban 0.10 

Implementasi Kapasitas institusi 0.15 

Penegakan Kepatuhan dan sanksi 0.15 

Pengawasan Mekanisme kontrol 0.10 

Partisipasi publik Keterlibatan masyarakat 0.10 

Perlindungan sosial Kelompok rentan 0.15 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat 

kontribusinya terhadap kualitas kebijakan secara keseluruhan. Dimensi substansi hukum, implementasi, 

penegakan, dan perlindungan sosial diberikan bobot lebih tinggi karena memiliki pengaruh langsung 

terhadap efektivitas perlindungan data dalam praktik. Sementara itu, dimensi transparansi, akuntabilitas, 

pengawasan, dan partisipasi publik tetap dipertimbangkan sebagai elemen penting dalam menciptakan 

tata kelola kebijakan yang demokratis dan responsif. Pembobotan ini memungkinkan penelitian untuk 

menghasilkan skor agregat yang mencerminkan kondisi kebijakan secara lebih proporsional. Selain itu, 

penggunaan indikator yang terstruktur membantu meminimalkan subjektivitas dalam proses evaluasi. 

Dengan kerangka dimensi ini, analisis kebijakan dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. 

D. Model Skoring 

Untuk menerjemahkan hasil evaluasi multidimensi ke dalam bentuk yang lebih terukur, penelitian ini 

menggunakan model skoring yang mengklasifikasikan kualitas kebijakan ke dalam beberapa kategori. 

Model ini dirancang agar hasil evaluasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat dibandingkan 

secara kuantitatif antar dimensi maupun antar periode kebijakan. Skor diberikan berdasarkan tingkat 

kesesuaian kebijakan terhadap indikator pada masing-masing dimensi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Hasil skor kemudian diakumulasikan dengan mempertimbangkan bobot setiap dimensi 

untuk menghasilkan nilai akhir kualitas kebijakan. Klasifikasi nilai digunakan untuk memudahkan 

interpretasi terhadap kekuatan dan kelemahan kebijakan yang dianalisis. Skala kategori yang digunakan 

dalam model skoring ini disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Skala Evaluasi Kebijakan 

Skor Kategori 

85–100 Sangat kuat 

70–84 Kuat 

55–69 Sedang 

<55 Lemah 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rentang nilai dibagi menjadi empat kategori yang merepresentasikan 

tingkat kualitas kebijakan dari sangat kuat hingga lemah. Kategori ini digunakan untuk 

menginterpretasikan skor agregat sehingga hasil evaluasi lebih mudah dipahami oleh pembuat kebijakan 

maupun peneliti. Penggunaan skala yang jelas juga membantu dalam membandingkan hasil evaluasi 

dengan standar kebijakan ideal yang diambil dari praktik terbaik internasional. Selain itu, model skoring 

ini memungkinkan identifikasi dimensi kebijakan yang memiliki nilai paling rendah sehingga dapat 

menjadi prioritas dalam perbaikan kebijakan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya 

bersifat analitis tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung pengambilan keputusan. Struktur 

skala yang sederhana namun sistematis membantu menjaga konsistensi interpretasi hasil evaluasi. 

E. Teknik Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan evaluasi 

multidimensi, analisis kesenjangan kebijakan, dan analisis distribusi dampak sosial. Analisis 
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multidimensi digunakan untuk menilai kinerja kebijakan pada setiap dimensi evaluasi secara terpisah 

dan secara agregat sehingga dapat diketahui dimensi mana yang menunjukkan performa paling kuat 

maupun paling lemah. Analisis kesenjangan kebijakan dilakukan dengan membandingkan kondisi 

kebijakan aktual dengan standar ideal yang diperoleh dari prinsip perlindungan data internasional dan 

praktik kebijakan yang dianggap berhasil. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi jarak antara 

perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Selanjutnya, analisis distribusi dampak sosial 

digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan perlindungan data memengaruhi kelompok 

masyarakat yang berbeda, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pengguna dengan 

literasi digital rendah. Kombinasi ketiga teknik analisis ini memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai efektivitas kebijakan dalam melindungi hak sosial masyarakat digital. Integrasi 

hasil dari ketiga pendekatan analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan 

yang lebih tepat sasaran. 

F. Validasi Data 

Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat reliabilitas dan 

kredibilitas yang tinggi. Proses validasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan 

membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen regulasi, laporan pemerintah, publikasi 

akademik, serta laporan insiden kebocoran data yang telah diverifikasi. Selain triangulasi sumber, 

penelitian ini juga menerapkan triangulasi metode dengan mengombinasikan analisis normatif dan 

analisis empiris sehingga temuan yang dihasilkan tidak bergantung pada satu jenis data saja. Konsistensi 

antar indikator dalam setiap dimensi evaluasi juga diperiksa untuk memastikan bahwa proses pemberian 

skor dilakukan secara objektif dan tidak bias. Proses validasi ini penting untuk menghindari kesalahan 

interpretasi terhadap kebijakan yang dianalisis. Dengan adanya validasi yang sistematis, hasil penelitian 

diharapkan dapat merepresentasikan kondisi kebijakan secara lebih akurat. Pendekatan ini juga 

membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian ketika digunakan sebagai rujukan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan publik. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

A. Evaluasi Multidimensi Kebijakan 

Evaluasi multidimensi digunakan untuk menilai kualitas kebijakan perlindungan data dari berbagai 

aspek yang saling berkaitan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif 

dibandingkan penilaian yang hanya berfokus pada satu indikator. Setiap dimensi mencerminkan 

komponen penting dalam siklus kebijakan, mulai dari perumusan norma hingga pelaksanaan di 

lapangan. Penilaian dilakukan menggunakan indikator yang telah ditetapkan pada tahap metodologi 

penelitian. Hasil pengukuran setiap dimensi kemudian dikonversi ke dalam skor kuantitatif untuk 
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memudahkan perbandingan. Rincian skor evaluasi untuk setiap dimensi kebijakan disajikan dalam 

Tabel 3. 

Tabel 3. Skor Kebijakan 

Dimensi Skor 

Substansi 80 

Transparansi 72 

Akuntabilitas 70 

Implementasi 65 

Penegakan 60 

Pengawasan 58 

Partisipasi 62 

Perlindungan sosial 63 
 

Tabel 3 memperlihatkan distribusi nilai yang berbeda pada setiap dimensi kebijakan. Dimensi substansi 

memperoleh skor paling tinggi yang menunjukkan kekuatan pada aspek kerangka hukum dan 

perumusan norma. Dimensi transparansi dan akuntabilitas berada pada tingkat menengah yang 

mencerminkan keberadaan mekanisme informasi dan pertanggungjawaban. Dimensi implementasi, 

penegakan, dan pengawasan memiliki skor lebih rendah yang menunjukkan adanya keterbatasan pada 

tahap operasional kebijakan. Perbedaan nilai antar dimensi menunjukkan adanya variasi tingkat kinerja 

dalam struktur kebijakan. Pola distribusi skor tersebut memberikan dasar untuk analisis visual pada 

tahap berikutnya. 

Untuk mempermudah pembacaan pola distribusi skor antar dimensi, hasil evaluasi multidimensi 

divisualisasikan dalam bentuk grafik radar. Visualisasi digunakan untuk menampilkan hubungan antar 

dimensi dalam satu bidang yang saling terhubung. Representasi grafis membantu menunjukkan 

keseimbangan atau ketidakseimbangan antar dimensi secara lebih intuitif. Grafik radar memungkinkan 

setiap dimensi dibandingkan secara simultan tanpa harus membaca angka satu per satu. Pendekatan ini 

sering digunakan dalam analisis kebijakan yang melibatkan banyak indikator. Profil kebijakan 

multidimensi tersebut disajikan dalam Gambar 2. 

 
Gambar 2. Profil Kebijakan Multidimensi 
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Grafik radar pada Gambar 2 menampilkan skor setiap dimensi dalam bentuk area yang mengelilingi titik 

pusat grafik. Area yang lebih luas pada suatu sisi menunjukkan dimensi dengan nilai yang lebih tinggi. 

Dimensi substansi terlihat menonjol dengan posisi paling jauh dari pusat grafik. Dimensi pengawasan 

dan penegakan berada lebih dekat ke pusat yang menunjukkan nilai yang lebih rendah. Bentuk grafik 

yang tidak simetris menunjukkan distribusi kinerja kebijakan yang tidak merata antar dimensi. 

Visualisasi ini membantu pembaca memahami struktur performa kebijakan dalam satu tampilan terpadu. 

B. Analisis Kesenjangan Kebijakan 

Analisis kesenjangan digunakan untuk membandingkan kondisi kebijakan yang diharapkan dengan 

kondisi aktual implementasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi area kebijakan yang 

memerlukan perhatian lebih dalam proses perbaikan. Nilai ideal ditetapkan berdasarkan standar 

normatif dan praktik terbaik dalam kebijakan perlindungan data. Nilai aktual diperoleh dari hasil 

evaluasi multidimensi yang telah dilakukan sebelumnya. Perbandingan antara dua nilai tersebut 

menunjukkan jarak antara standar dan realisasi kebijakan. Rincian perbandingan kondisi ideal dan aktual 

disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Gap Kebijakan 

Dimensi Ideal Aktual 

Substansi 85 80 

Implementasi 80 65 

Penegakan 78 60 

Pengawasan 75 58 
 

Tabel 4 menunjukkan adanya selisih nilai pada setiap dimensi yang dianalisis dalam penelitian ini. 

Dimensi pengawasan dan penegakan memiliki selisih yang paling besar antara nilai ideal dan nilai 

aktual. Dimensi implementasi juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan yang mencerminkan 

tantangan pada tahap pelaksanaan kebijakan. Dimensi substansi memiliki selisih yang lebih kecil yang 

menunjukkan kedekatan antara kerangka normatif dan standar ideal. Perbedaan selisih antar dimensi 

menggambarkan variasi tingkat kesiapan dan kapasitas dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi pada 

tabel ini menjadi dasar untuk penyajian perbandingan dalam bentuk grafik. 

Untuk menampilkan perbandingan kondisi ideal dan aktual secara lebih mudah dibaca, data kesenjangan 

divisualisasikan dalam bentuk grafik batang. Grafik digunakan untuk menunjukkan perbedaan tinggi 

nilai antara dua kondisi pada setiap dimensi. Penyajian grafis membantu memperjelas besarnya 

kesenjangan tanpa harus menghitung selisih angka secara manual. Setiap pasangan batang pada grafik 

merepresentasikan satu dimensi kebijakan yang dibandingkan. Pendekatan ini memudahkan pembaca 

dalam mengidentifikasi dimensi dengan kesenjangan paling besar. Perbandingan kondisi ideal dan 

aktual tersebut disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Perbandingan Ideal dan Aktual Kebijakan 

Grafik batang pada Gambar 3 menampilkan dua kelompok batang untuk setiap dimensi, yaitu batang 

kondisi ideal dan batang kondisi aktual. Perbedaan tinggi antara dua batang menunjukkan besarnya 

kesenjangan pada dimensi tersebut. Dimensi pengawasan dan penegakan terlihat memiliki jarak paling 

lebar antara dua batang yang dibandingkan. Dimensi substansi menunjukkan jarak yang lebih kecil 

dibandingkan dimensi lainnya. Tampilan grafis ini membantu memperjelas pola kesenjangan yang telah 

terlihat pada tabel sebelumnya. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai distribusi kesenjangan 

kebijakan secara keseluruhan. 

C. Distribusi Dampak Sosial 

Distribusi dampak sosial dianalisis untuk menilai bagaimana kebijakan perlindungan data 

mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat. Analisis ini mempertimbangkan perbedaan tingkat 

akses teknologi, literasi digital, dan kapasitas sosial antar kelompok. Penelitian ini mengklasifikasikan 

masyarakat ke dalam beberapa kelompok yang relevan dengan konteks perlindungan data. Setiap 

kelompok dinilai berdasarkan tingkat perlindungan yang mereka terima dalam praktik kebijakan. 

Penilaian dilakukan menggunakan indikator perlindungan hak dan akses terhadap mekanisme 

pengaduan. Rincian skor perlindungan sosial untuk setiap kelompok disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Perlindungan Hak Sosial 

Kelompok Skor 

Pengguna umum 72 

Pelaku usaha 78 

Kelompok rentan 58 

Anak dan remaja 60 

Lansia 55 
 

Tabel 5 menunjukkan variasi tingkat perlindungan yang diterima oleh setiap kelompok masyarakat. 

Kelompok pelaku usaha dan pengguna umum memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 

lainnya. Kelompok rentan, anak dan remaja, serta lansia menunjukkan skor yang lebih rendah dalam 

evaluasi perlindungan. Perbedaan skor ini mencerminkan variasi kapasitas dan akses terhadap 

mekanisme perlindungan data. Pola distribusi nilai menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan 

antar kelompok. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyajian distribusi dalam bentuk grafik. 
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Untuk memperjelas perbandingan tingkat perlindungan antar kelompok masyarakat, data distribusi 

dampak sosial divisualisasikan dalam bentuk grafik batang horizontal. Visualisasi digunakan untuk 

menampilkan perbedaan skor secara lebih intuitif dibandingkan hanya melalui tabel angka. Grafik 

batang horizontal memudahkan pembaca dalam membandingkan posisi setiap kelompok dalam satu 

pandangan. Representasi ini juga membantu menunjukkan kelompok mana yang berada pada tingkat 

perlindungan paling rendah. Penyajian grafis menjadi pelengkap terhadap analisis numerik yang telah 

disajikan sebelumnya. Distribusi perlindungan hak sosial secara visual disajikan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Distribusi Perlindungan Hak 

Diagram batang horizontal pada Gambar 4 menampilkan panjang batang yang berbeda untuk setiap 

kelompok masyarakat. Panjang batang merepresentasikan skor perlindungan yang diterima oleh masing-

masing kelompok. Kelompok pelaku usaha terlihat memiliki batang paling panjang, sedangkan 

kelompok lansia memiliki batang paling pendek. Visualisasi ini membantu menunjukkan ketimpangan 

perlindungan secara lebih jelas dibandingkan penyajian angka saja. Pembaca dapat dengan cepat 

mengidentifikasi kelompok yang memiliki tingkat perlindungan paling rendah. Grafik ini memberikan 

gambaran yang lebih mudah dipahami mengenai distribusi dampak sosial kebijakan. 

D. Dominasi Dimensi Kebijakan 

Analisis dominasi dimensi kebijakan dilakukan untuk mengetahui dimensi mana yang memiliki 

pengaruh paling besar dalam struktur keseluruhan kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk membaca 

pola prioritas yang terbentuk dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dimensi yang 

memiliki nilai lebih tinggi dianggap memiliki kontribusi yang lebih dominan dalam menentukan arah 

kebijakan. Analisis ini membantu memahami fokus utama kebijakan apakah lebih condong pada aspek 

normatif, administratif, atau sosial. Informasi mengenai dominasi dimensi memberikan gambaran 

mengenai karakter kebijakan yang sedang dianalisis. Representasi dominasi dimensi kebijakan disajikan 

dalam bentuk grafik garis pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Dominasi Dimensi Kebijakan 

Grafik garis pada Gambar 5 menampilkan perubahan nilai antar dimensi kebijakan dalam satu rangkaian 

yang berkesinambungan. Titik pada grafik menunjukkan posisi nilai setiap dimensi berdasarkan hasil 

evaluasi yang telah dilakukan. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut memperlihatkan pola naik 

dan turun yang mencerminkan perbedaan tingkat dominasi antar dimensi. Dimensi substansi terlihat 

berada pada posisi tertinggi dalam grafik, sedangkan dimensi pengawasan berada pada posisi lebih 

rendah. Pola garis yang tidak stabil menunjukkan bahwa distribusi kekuatan kebijakan tidak merata pada 

seluruh dimensi. Visualisasi ini membantu pembaca memahami perbandingan dominasi dimensi dalam 

satu tampilan yang terintegrasi. 

E. Komposisi Dimensi Kebijakan 

Analisis komposisi dimensi kebijakan dilakukan untuk melihat proporsi kontribusi setiap dimensi 

terhadap keseluruhan struktur kebijakan. Pendekatan ini memberikan perspektif mengenai 

keseimbangan antara aspek hukum, implementasi, dan perlindungan sosial dalam kebijakan yang 

dianalisis. Komposisi dihitung berdasarkan skor yang diperoleh setiap dimensi pada tahap evaluasi 

multidimensi. Hasil perhitungan kemudian digunakan untuk membentuk representasi visual yang 

menunjukkan distribusi kontribusi antar dimensi. Informasi mengenai komposisi ini membantu 

memahami struktur internal kebijakan secara lebih rinci. Komposisi dimensi kebijakan secara visual 

disajikan dalam bentuk diagram lingkaran pada Gambar 6. 

Diagram lingkaran pada Gambar 6 menampilkan persentase kontribusi setiap dimensi terhadap 

keseluruhan kebijakan. Setiap irisan lingkaran merepresentasikan proporsi relatif suatu dimensi 

dibandingkan dimensi lainnya. Irisan yang lebih besar menunjukkan dimensi yang memiliki kontribusi 

lebih besar dalam struktur kebijakan. Dimensi substansi terlihat memiliki irisan paling besar 

dibandingkan dimensi lain dalam diagram. Dimensi pengawasan dan penegakan terlihat memiliki irisan 

yang lebih kecil yang mencerminkan kontribusi yang lebih rendah. Visualisasi ini membantu pembaca 

memahami distribusi komposisi kebijakan dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah dibaca. 
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Gambar 6. Komposisi Dimensi Kebijakan 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih 

ditandai oleh ketidakseimbangan antar dimensi, di mana aspek substansi memiliki skor lebih tinggi 

dibandingkan dimensi implementasi, penegakan, dan pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

kekuatan regulasi secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas operasional dalam praktik 

kebijakan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama bahwa kualitas kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan. Skor 

implementasi (65), penegakan (60), dan pengawasan (58) menunjukkan adanya keterbatasan dalam 

mekanisme kontrol, kepatuhan, dan konsistensi penerapan kebijakan. Pola ini mencerminkan adanya 

kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi yang berdampak pada perlindungan data 

secara aktual. Dalam konteks ini, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat 

bergantung pada integrasi antara kerangka hukum dan kapasitas institusional dalam mengelola sistem 

digital. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas 

perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kekuatan institusi dan 

mekanisme pengawasan. Penelitian oleh (Nwankwo et al., 2022) menekankan pentingnya otoritas 

pengawas yang memiliki kewenangan kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan data. 

Selain itu, (Pavaloaia et al., 2025) menunjukkan bahwa kompleksitas sistem informasi modern sering 

menjadi tantangan utama dalam mencapai compliance organisasi terhadap regulasi perlindungan data. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan (Kriswandaru, Pratiwi, & Suwardi, 2024) yang menemukan 

bahwa kelemahan implementasi dan penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam efektivitas 

kebijakan di Indonesia. Di sisi lain, temuan ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan 

bahwa kesenjangan tidak hanya terjadi pada aspek hukum, tetapi juga pada distribusi dampak sosial 

kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan analisis 

implementasi kebijakan dan implikasinya terhadap perlindungan hak sosial masyarakat digital. 
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Analisis distribusi dampak sosial menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan data belum memberikan 

perlindungan yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Kelompok rentan, anak dan remaja, serta 

lansia memiliki skor perlindungan yang lebih rendah dibandingkan kelompok pengguna umum dan 

pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi 

kebutuhan kelompok dengan kapasitas akses dan literasi digital yang terbatas. Temuan ini sejalan 

dengan (Djatmiko et al., 2025; Fabrègue & Bogoni, 2023) yang menekankan adanya ketimpangan akses 

dalam layanan digital bagi kelompok marginal. Selain itu, (Calzada, 2022) menjelaskan bahwa data 

pribadi memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan identitas dan hak individu dalam ruang digital. 

Ketimpangan perlindungan ini juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya praktik surveillance dan 

pemanfaatan data sebagai komoditas ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh (Fumagalli, 2025). 

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kebijakan 

perlindungan data, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. 

Pendekatan mixed-method yang digunakan masih bergantung pada data sekunder sehingga tidak 

sepenuhnya menangkap dinamika implementasi kebijakan secara langsung di tingkat operasional. Selain 

itu, model skoring yang digunakan memiliki potensi subjektivitas dalam penentuan nilai meskipun telah 

dilakukan pembobotan dan validasi data. Keterbatasan juga muncul pada cakupan analisis yang berfokus 

pada konteks nasional sehingga belum membandingkan secara langsung dengan praktik di negara lain. 

Variasi sumber data yang digunakan dapat memengaruhi konsistensi interpretasi terhadap masing-

masing dimensi kebijakan. Meskipun demikian, pendekatan multidimensi yang digunakan tetap 

memberikan kerangka analisis yang sistematis dalam memahami hubungan antara kualitas kebijakan 

dan perlindungan hak sosial masyarakat digital. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih 

belum sepenuhnya optimal jika ditinjau melalui pendekatan multidimensi. Dimensi substansi hukum 

memiliki kinerja yang relatif kuat dengan skor 80, sedangkan dimensi implementasi, penegakan, dan 

pengawasan menunjukkan nilai yang lebih rendah, yaitu masing-masing 65, 60, dan 58. Perbedaan ini 

mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan kerangka normatif dan kapasitas 

pelaksanaan kebijakan di lapangan. Analisis kesenjangan kebijakan juga memperlihatkan adanya 

perbedaan antara kondisi ideal dan aktual, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan. Selain itu, 

distribusi dampak sosial menunjukkan bahwa perlindungan data belum merata, di mana kelompok 

rentan, anak dan remaja, serta lansia memiliki tingkat perlindungan yang lebih rendah dibandingkan 

kelompok lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh integrasi 

antara regulasi, kapasitas implementasi, dan inklusivitas perlindungan dalam masyarakat digital. 

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan yang lebih empiris dengan menggunakan data 

primer, seperti survei atau wawancara, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait 

implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian juga dapat memperluas cakupan 
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analisis melalui studi komparatif antar negara guna mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) 

dalam tata kelola perlindungan data. Penggunaan metode kuantitatif yang lebih terukur, seperti model 

statistik atau machine learning, juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan objektivitas dalam 

penilaian kebijakan. Pendalaman analisis pada kelompok rentan menjadi penting untuk memahami 

secara lebih spesifik tantangan yang dihadapi dalam akses dan perlindungan data, sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap pengembangan kebijakan yang inklusif dan berbasis 

bukti. 
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